
GI'BERI\IUR LAI}IPI]NG

PERATI'RAN GT'BERIYI'R LAMPTING
ITOUOR 47 TAIIIilI 2016

TETTAIIG
PEI|JABARAT PERfAIGGIIIG\TAYABAII PELAI(SAI|AAII

ATGGARAIT PEIIDAPATAT DAII BEI"AruA DAIRAII PROVITSI I,ATPTII{G
TAIIIII| AITGGIIRAIT 2() 1 5

DEI{GAIY RAHMAT TUHAIT YANG MAHA ESA

GT'BERITI'R LAMPUNG,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pqjak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2, Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunaa sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

Menlmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Provinsi l^ampung Nomor Tahun 2016 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi La.mpung Tahun Anggaran 2015, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur l,ampung tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahtun 2Ol2;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20O5 tentang Hibah
Kepada Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang L,aporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;

2l . Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 2O 1 I ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2O07

tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2016

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATIIRAIY GITBERNITR TEI{TAIIG PENJABARAII
PERTAIT(X}T'NG.IAWABAN PELIII(SAITAAIT ANGGARAN
PEITDA.PATAIT DAIT BELAITJA DAERATI PROVIISI LIIilPT'NG
TAHUIT AIT(X}ARAN 20 15.

Pasal 1

Laporan realisasi €aggaran tahunan anggaran 2O15 terdiri atas:

1. Pendapataa

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah

Juml,ah Pendapatan

2. BelanJa

a. Belanja Operasi:

c. Belanja Tidak Terduga:
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Tldak Terduga

d. Transfer
Transfer/ Bagi Hasil ke
Kabupaten/Kota

3. Surplus/Deflslt
Pemblayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pemblayaan lletto

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial

.Iumlah BelanJa Operasl

b. Belanja Modal:
l. BelanjaTanah Rp.
2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp.
3. Belanja Gedung

dan Bangunan Rp.
4. Belanja Jalan, Irigasi

danJaringan Rp.

Rp. 2.247.342.667 .61 1,39
Rp. 2.520.50 1.341. 136,00
Rp. t9.464.480.270,0O
Rp. 4.787.308.489.026,39

Rp. 791.238.325.949,00
Rp. 1.237.307.067 .77 8,86
Rp. 1.092.450.978.7 49,0O
Rp. 6.409.900.000,00
Rp. 3. 127.406.27 2.476,86

47.469.667 .900,00
90.202.555.900,00

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Rp. 762.543.53r.454,29

60. 147.605.007,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp.
669.345.302.103,00

1.834.064.ss0,00
.Iumlah BelanJa Modal Rp. 868.999.195.460,00

Transfer/Bantuan Keuangan Rp 22.253.O49 .492.OO
JumlahBela4laTransfer Rp. 784.796.580.946,29

Jumlah Bel,anJa Dan Transfer Rp. 4.781.202.048.883,15

Rp. 6.106.44O.143,24

Rp.
Rp.

11t.474.702.213,43
15.069.s47.500,00

Rp. 96..105.154.713,.+3

Rp. 1011.511.594.856,67Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran
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Pasel 2

Ringkasan l.aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini dan dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Paral 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l"ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 10 - 2016

SEKR.ETARIS DAERAII PROVINSI LAMPUI{G,

ttd

Ir. SUTONO M.M.
Pemblna Utama Madya

NIP. 19580728 19A60/2 | OO2

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2O16 NOMOR: 47

srrir,"r, *""rI dengan aslinya
KEPALA BF,OEUI(UM.

,K
ZULFIKAR. SH.. MH.
Pembina Utame Muda

NIP. 19680428 199203 I 003


